BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG

Menimbang

Mengingat

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka efektifitas penataan dan pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima, diperlukan pengaturan secara lebih
komprehensif terhadap seluruh komponen yang saling
berkaitan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 35234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6398);




Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor
10);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2008
tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor
9 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor
6 Seri E);

11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38
TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor S Tahun 2008 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2009 Nomor 31 Seri E) diubah sebagai berikut :




1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu)
angka yakni angka 12 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah daerah dalah Pemerintah Kabupaten
Pamekasan.

Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya
disingkat OPD yang dibentuk dan disusun untuk
melaksanakan tugas operasional pemerintahan sesuai
dengan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi).

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL
adalah Pedagang yang menjalankan kegiatan Usaha
dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang
mudah dipindahkan dan/atau dibongkar pasang serta
mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat
usaha.

Lahan fasilitas umum adalah lahan yang dipergunakan
untuk fasilitas umum sesuai dengan rencana tata ruang
kota.

Pihak ketiga adalah perorangan, Instansi atau Koperasi.
Koperasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan
yang teroganisasi, baik yang berstatus badan hukum
maupun yang tidak berstatus badan hukum.

Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU
adalah surat yang dikeluarhan oleh Kepala Dinas sebagai
tanda bukti pendaftaran usaha PKL di lokasi yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Alat Peraga PKL adalah alat atau perlengkapan yang
dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang dagangan,
yang mudah dipindahkan dan/atau dibongkar pasang.
Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL
yang fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah
Daerah.

Tim Teknis Terpadu terdiri dari Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) terkait yaitu Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Unsur Sekretariat Daerah serta Camat
se-Kabupaten Pamekasan dengan surat Keputusan
tersendiri.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, dan setelah ayat (3)
ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)

Setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usaha di lokasi
yang telah ditetapkan, wajib memiliki TDU.

Kewenangan pemberian TDU dilaksanakan oleh Kepala
Dinas.




(3)

(4)
(5)

TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat tentang :

a. nama, NIK dan alamat pemohon;

b. lokasi PKL;

c. masa berlaku;

d. jenis usaha; dan

e. waktu kegiatan usaha.

Dalam 1 (satu) Kartu Keluarga hanya boleh memiliki 1
(satu) TDU di satu lokasi.

Warna TDU diatur berdasarkan waktu kegiatan usaha :

a. pukul 05.00-12.00 WIB berwarna hijau; dan

b. pukul 16.30-24.00 WIB berwarna kuning.

Ketentuan BAB III Pasal 6 dan Pasal 6A diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(1)

BAB I1II
LOKASI, WAKTU KEGIATAN USAHA, JUMLAH,
JENIS BARANG DAGANGAN DAN ALAT PERAGA
Pasal 6

Lokasi PKL, waktu kegiatan usaha, jumlah dan jenis

barang dagangan PKL ditetapkan sebagai berikut:

a. kawasan Sae Salera yang berlokasi di Jalan Niaga,
yakni sisi utara dan selatan, waktu kegiatan usaha
sejak pukul 05.00 Wib sampai dengan pukul 12.00
WIB, berkapasitas paling banyak 30 (tiga puluh) PKL
dengan jenis barang dagangan buah-buahan dan sejak
pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB,
berkapasitas paling banyak 65 (enam puluh lima) PKL
dengan jenis barang yang dapat diperdagangkan terdiri
atas makanan dan minuman;

b. kawasan Sae Rassah berlokasi di Jalan Dirgahayu sisi
utara dari pertigaan traffic light Jalan Pintu Gerbang
sampai dengan sebelah timur jembatan dengan
penempatan alat peraga maksimal 1 (satu) meter dari
pinggir dalam trotoar, waktu kegiatan usaha sejak
pukul 05.00 wib sampai dengan pukul 12.00 WIB,
berkapasitas paling banyak 20 (dua puluh) PKL dengan
jenis barang yang dapat diperdagangkan terdiri atas
makanan, minuman dan waktu kegiatan usaha sejak
pukul 16.30 wib sampai dengan pukul 24.00 WIB,
berkapasitas paling banyak 74 (tujuh puluh empat) PKL
dengan jenis barang yang dapat diperdagangkan terdiri
atas makanan, minuman, jamu dan lampu, serta
kawasan ini sewaktu-waktu dapat dipindahkan
bersamaan dengan kesiapan lokasi Yayasan Dharma
Siswa;

c. kawasan Jalan Pintu Gerbang yakni sisi barat dari
pertigaan Gang IV sampai dengan depan SMKN 1,
dengan penempatan alat peraga maksimal 1 (satu)
meter dari pinggir dalam trotoar, waktu kegiatan usaha
sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 24.00
WIB, berkapasitas paling banyak 80 (delapan puluh)
PKL dengan jenis barang yang dapat diperdagangkan
terdiri atas makanan, minuman, lampu, stiker
kendaraan dan buah-buahan;




d. kawasan eks Stasiun PJKA  Dberlokasi di Jalan

Trunojoyo, waktu kegiatan usaha dari pukul 16.30 WIB
sampai dengan pukul 24.00 WIB, berkapasitas paling
banyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) PKL dengan
ketentuan sisi utara dan selatan sebagai tempat parkir,
sedangkan jenis barang yang dapat diperdagangkan
terdiri atas makanan, minuman dan konveksi;

. kawasan Jalan KH. Wahid Hasyim sisi barat, dengan
penempatan alat peraga maksimal 1 (satu) meter dari
pinggir dalam trotoar, waktu kegiatan usaha sejak
pukul 16.30 wib sampai dengan pukul 24.00 WIB,
berkapasitas paling banyak 50 (lima puluh) PKL dengan
jenis barang yang dapat diperdagangkan terdiri atas
makanan dan minuman;

. kawasan Jalan Cokroatmojo sisi timur dari pertigaan
Jalan Diponegoro sampai dengan pertigaan Jalan R.
Abd. Azis, dengan penempatan alat peraga maksimal 1
(satu) meter dari pinggir dalam trotoar, waktu kegiatan
usaha sejak pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul
12.00 WIB berkapasitas paling banyak 16 (enam belas)
PKL dengan jenis barang yang dapat diperdagangkan
terdiri atas sayuran, dan sejak pukul 16.30 WIB
sampai dengan 24.00 WIB berkapasitas paling banyak
56 (lima puluh enam) PKL dengan jenis barang yang
dapat diperdagangkan terdiri atas makanan, minuman,
kacamata, jam dan kaset;

. kawasan Jalan Stadion sisi barat dari traffic light
pertigaan Jalan Bonorogo sampai dengan depan kantor
Dinas Kesehatan, dengan penempatan alat peraga
maksimal 1 (satu) meter dari pinggir dalam trotoar,
waktu kegiatan usaha sejak pukul 16.30 WIB sampai
dengan pukul 24.00 WIB, berkapasitas paling banyak
50 (lima puluh) PKL dengan jenis barang yang dapat
diperdagangkan terdiri atas makanan, minuman dan
buah-buahan;

. kawasan Jalan Jokotole sisi utara dari jembatan PR.
Bentoel sampai dengan pertigaan Pasar Pao dan
kawasan Jalan Raya Sumenep sisi timur dari pertigaan
Asem Manis ke utara sampai dengan depan Hotel
Odaita, dengan penempatan alat peraga maksimal 1
(satu) meter dari pinggir dalam trotoar, waktu kegiatan
usaha sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul
24.00 WIB, berkapasitas paling banyak 105 (seratus
lima) PKL dengan jenis barang yang dapat
diperdagangkan terdiri atas makanan, minuman, stiker
kendaraan, pintu, khusus kawasan Jalan Raya
Sumenep diperbolehkan berjualan buah-buahan;

i. kawasan Jalan Balaikambang dan Jalan Kemuning sisi

barat, dengan penempatan alat peraga maksimal 1
(satu) meter dari pinggir dalam trotoar, waktu kegiatan
usaha sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul
24.00 WIB, berkapasitas paling banyak 25 (dua puluh
lima) PKL dengan jenis barang yang dapat
diperdagangkan terdiri atas makanan dan minuman;




(2)

(3)

j- kawasan Jalan Ronggosukowati sisi utara dari

pertigaan jalan akses menuju stadion R. Soenarto
sampai dengan pertigaan akses menuju kowel, dengan
penempatan alat peraga maksimal 1 (satu) meter dari
pinggir dalam trotoar, waktu kegiatan usaha sejak
pukul 16.30 wib sampai dengan pukul 24.00 WIB,
berkapasitas paling banyak 25 (dua puluh lima) PKL
dengan jenis barang yang dapat diperdagangkan terdiri
atas makanan dan minuman;

k. kawasan Jalan Raya Teja sisi selatan dari depan
makam Gerre Manjheng sampai dengan pertigaan
akses menuju Jalmak, dengan penempatan alat peraga
maksimal 1 (satu) meter dari pinggir dalam trotoar,
waktu kegiatan usaha sejak pukul 16.30 WIB sampai
dengan pukul 24.00 WIB, berkapasitas paling banyak
75 (tujuh puluh lima) PKL dengan jenis barang yang
dapat diperdagangkan terdiri atas makanan, minuman
dan buah-buahan;

l. kawasan Jalan Nugroho dan Jalan Kartini sisi barat,
dengan penempatan alat peraga maksimal 1 (satu)
meter dari pinggir dalam trotoar, waktu kegiatan usaha
sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 24.00
WIB, berkapasitas paling banyak 10 (sepuluh) PKL
dengan jenis barang yang dapat diperdagangkan terdiri
atas makanan dan minuman;

m. kawasan Jalan Kesehatan ke Barat Kantor PLN sampai
Pertigaan Belok Kanan ke Jalan KH. Agus Salim sampai
batas Jalan tembus menuju SMAN I, waktu kegiatan
usaha hari Minggu sejak pukul 05.00 WIB sampai
dengan pukul 08.00 WIB, berkapasitas paling banyak
125 (seratus dua puluh lima) UKM, khusus yang
tergabung pada UKM Car Free Day, dengan jenis
barang yang dapat diperdagangkan terdiri atas
makanan, minuman, aksesoris, dan batik Pamekasan;

n. kawasan eks RSUD berlokasi di Jalan Kesehatan,
waktu kegiatan usaha sejak pukul 05.00 WIB sampai
dengan pukul 12.00 WIB, berkapasitas paling banyak
50 (lima puluh) PKL dan jenis barang yang dapat
diperdagangkan terdiri atas makanan, minuman dan
sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 24.00
WIB, berkapasitas paling banyak 258 (dua ratus lima
puluh delapan) PKL dengan ketentuan sisi selatan
sebagai tempat parkir, sedangkan jenis barang yang
dapat diperdagangkan terdiri atas makanan, minuman,
mainan anak-anak dan jasa permainan anak-anak;

o. Khusus bagi Mobil Buah disiapkan kawasan tersendiri
sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a, huruf c,
huruf g, huruf h, dan huruf k.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan di depan perkantoran, lembaga pendidikan,

BUMN, dan perhotelan.

Pendirian alat peraga maksimal satu jam sebelum jam

operasional dan pembongkaran maksimal 1 (satu) jam

setelah jam tutup operasional sesuai TDU.




(4)

)

Untuk penataan lokasi dan waktu kegiatan usaha selain
yang tercantum pada ayat (1), dilaksanakan di bawah
koordinasi Tim Teknis Terpadu, yang disesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemerintah memfasilitasi tempat wusaha PKL tanpa
dipungut biaya.

Pasal 6A

Alat Peraga PKL terdiri atas :

a.

b.

C.

d.

e.

tenda, berukuran paling besar 3m x 3m (tiga meter kali
tiga meter);

gerobak beroda, berukuran paling besar 1m x 2m
(satu meter kali dua meter);

meja dagangan, berukuran paling besar 1m x 2m (satu
meter kali dua meter);

seperangkat alat permainan, berukuran paling luas 3m x
4m (tiga meter kali empat meter); dan/atau

mobil buah, berukuran paling besar setara dengan
Mitsubishi L-300.

4. Ketentuan BAB IV dan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 8
(1) PKL memiliki kewajiban :

(2)

a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah;

b. menjaga aset pemerintah yang menjadi tanggung
jawabnya; dan

c. menjaga ketentraman, ketertiban dan kebersihan
lingkungan dalam rangka mendukung program
Pamekasan Cantik.

PKL dilarang :

a. menjual barang dagangan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan dilarang untuk
diperjualbelikan;

b. menjadikan lokasi kegiatan usahanya dijadikan
sebagai praktik prostitusi; dan

c. memindahtangankan aset dan atau lokasi kepada
pihak lain tanpa seijin Tim Teknis Terpadu.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI PAMEKASAN,
/QSLD_;
AN
BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

N

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021 NOMOR 74




